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ABSTRAK 

 

  

SRI INDRIANI. E1117036. ANALYSIS OF SWALLOW NEST TAX 

CONTRIBUTION IN INCREASING OWN SOURCE REVENUE OF  

TOLITOLI DISTRICT  
  

The problem raised in this study is the contribution of swallow nest tax to the Own 

Source Revenue of Tolitoli District.  Through this study, the author aims to find out 

and analyze the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue of 

Tolitoli District. The results of the study show that the contribution of swallow nest 

tax to the Own Source Revenue of Tolitoli District annually gained is still below 

10% with very low criteria.  It is because of the lack of government awareness in 

fostering and developing the potential of the swallow nest tax and the lack of 

awareness of taxpayers about tax obligations. Besides that, many swallow nest 

entrepreneurs still cover the business in data collection and the absence of taxpayer 

disclosure regarding the results of business collections.  It is proven that the 

contribution rate of the swallow nest tax is 0.3171 in 2018, 0.2780 in 2019, and 

0.2542 in 2020 with a very poor category in the last three years.  
  

Keywords: contribution, tax, swallow nest  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

ABSTRAK 

  

  

SRI INDRIANI. E1117036. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG 

BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  

DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI  
  

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana kontribusi 

penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Tolitoli. Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang 

burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli yang diperoleh setiap 

tahunnya masih di bawah 10% dengan kreterian sangat kurang. Hal ini disebabkan 

oleh kurangnya tingkat kepedulian pemerintah dalam membina dan 

mengembangkan potensi pajak sarang burung wallet tersebut serta minimnya 

kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya 

pengusaha sarang burung wallet yang terkesan masih menutupi usahanya dalam 

pendataan serta tidak adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha 

pengambilan sarang burung wallet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat 

kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171, pada 

tahun 2019 adalah sebesar 0,2780, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542 

dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.  
  

Kata kunci: kontribusi, pajak, sarang burung walet  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah melalui 

pemungutan berdasarkan peraturan derah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu keharusan yang terus 

diupayakan karena selain untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan daerah 

dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah juga karena semakin 

meningkatnya kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan di daerah maka 

struktur penerimaan daerah harus diperkuat dengan menggali potensi-potensi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal terutama pada sektor 

pajak daerah. 

Pajak ialah salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk 

membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan pembangunan nasional. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan pendapatan negara dibidang sektor pajak maka 

diperlukan tindakan nyata untuk mendukung upaya pemerintah tersebut baik dari 

subjek pajak maupun objek pajak. Pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat 

kuat untuk menggapai arah ekonomi nasional dalam mencapai tujuan target 

ekonominya. Bagi Indonesia tujuan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi , full 

employment, stabilisasi, dan juga distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih 

adil. Pajak Saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pajak 

dianggap sebagai salah satu kewajiban bernegara, yaitu sarana untuk ikut 

berpartisasi dalam membantu pembangunan negara yang juga manfaatnya akan 



 

  

dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.Tingkat kesadaran dan kepatuhan 

maupun pemahaman masyarakat tidaklah lepas dari upaya reformasi perpajakan 

(tax reform) yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa peraturan 

perpajakan Indonesia harus lebih akomodatif, dinamis dan antisipatif dalam 

mengamati, mengkaji, dan menerapkan perkembangan yang terjadi diluar 

perpajakan untuk disesuaikan dengan pengaturan perpajakan, seperti 

perkembangan ekonomi, moneter, industri dan perdagangan bahkan perkembangan 

sosial, politik, teknologi dan sebagainya. 

Pajak adalah sumbangsih wajib dalam bentuk transfer pemasukan dari 

masyarakat kepada negara dengan ketetapan yang dibuat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang dapat digunakan secara umum. Didalamnya terdapat 

suatu keharusan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dan 

apabila tidak membayar pajak terdapat sanksi dari pemerintah. Definisi pajak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ke 4 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut lembaga pemungutannya jenis pajak ada dua, yaitu pajak pusat dan 

pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh 

pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang proses administrasinya 

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana hasil dari pemungutan pajak 



 

  

tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran nasional, seperti pembangunan 

jalan, sekolah, bantuan medis, dan lainnya sedangkan pajak daerah merupakan 

pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Hasil pajak ini akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan prosedur 

administrasinya akan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dasar hukum 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Dasar 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam pajak 

daerah terdapat berbagai jenis pajak diantaranya  pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak rokok, pajak bumi dan bangunan, pajak sarang burung walet 

dan pajak lainnya.  

Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet. 

Keberadaan burung walet (collocalia fushipaga) serta keistimewaan sarangnya 

(bird nest) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Harga sarang burung walet yang 

relatif tinggi tidak lepas dari khasiat istimewa yang terkandung di dalamnya serta 

keberadaannya yang masih tergolong langka. Sarang burung walet memiliki potensi 

yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dikarenakan hasil 

penjualan sarang burung walet yang cukup menjanjikan serta dapat membantu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak sarang burung 

walet. Pemungutan pajak sarang burung wallet di Indonesia di atur oleh Undang 

Undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan 

pemungutan pajak sarang burung wallet di Tolitoli berlaku sejak ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2012. Berikut 



 

  

adalah data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Sarang Burung 

Wallet di badan keuangan daerah kabupaten Tolitoli selama tiga tahun terakhir. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak 

Sarang Burung Walet Kabupaten Tolitoli 

Tahun 

Pendapatan Asli Daerah Pajak Sarang Burung Walet 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2018 87.084.626.352,00 80.312.115.617,43 250.000.000,00 254.700.000,00 

2019 112.679.346.499,00 91.724.082.741,39 750.000.000,00 254.977.000,00 

2020 115.309.700.655,00 96.204.344.699,37 300.000.000,00 244.950.000,00 

Sumber:Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli 

Daerah belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018 dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetapi belum mencapai target yang 

ditetapkan selama tiga tahun terakhir. Dapat dilihat pula bahwa realisasi pajak 

burung walet pada tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi 

pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada target yang cukup besar akan tetapi 

realisasinya tidak begitu , serta pada tahun 2020 target dan realisasi penerimaan 

pajak sara sarang burung walet kembali menurun. Oleh karena itu kondisi ini 

mengarah kepada kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten Tolitoli,  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakuakan 

penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli”. 



 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya ialah 

: Bagaimana Kontribusi Penerimaan  Pajak Sarang Burung Walet Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Adapun yang menjadi maksud penelitian ini ialah : Untuk memperoleh 

suatu gambaran data  Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli.  

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah di atas maka tujuan penelitian ialah : Untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang 

Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

dibidang perpajakan baik secara teori maupun prakteknya dan diharapkan agar 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kontribusi 

penerimaan pajak daerah serta dapat dijadikan referensi bagi instansi terkait 

dalam mengambil kebijakann. 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah 

Menurut mangkoesoebroto (2018:169) Pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu 

kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. Adapun teori-teori pengeluaran pemerintah yaitu : 

1. Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis dialektika 

penerimaan dan belanja pemerintah dimana pemerintah selalu memperbesar 

pengeluaran dengan mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Dipihak lain 

masyarakat enggan membayar pajak yang kian bertambah guna membiayai 

belanja pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Wiseman dan Peacock 

didasari oleh suatu teori yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki tingkat 

toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami 

pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai belanja 

pemerintah.  Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan 

dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai 

tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini yang 

merupakan kendala bagi pemerintah untuk menikkan pajak secara semena-

mena. Teori peacock dan wiseman menyebabkan pemungutan pajak semakin 

meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan 



 

  

pajak menyebabkan  pengeluaran pemerintah juga meningkat. Peacock dan 

wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak 

berbentuk garis lurus tetapi berbentuk tangga yang berarti dalam keadaan 

normal meningkatnya Produk Domestik Bruto dapat menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah 

yang semakin besar pula 

2. Teori Wanger mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP. 

Menurutnya dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita 

meningat secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini 

disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam 

masyarakat seperti hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan lain-lain. 

3. Teori Rostow dan Musgreve adalah teori yang menghubungkan perkembangan 

pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang 

dibedakan menjadi tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap 

awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total 

investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana 

seperti pendidikan, Kesehatan, transportasi, dan lainnya. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi 

swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar pula 

banyak menimbulkan kegagalan pasar dan membuat pemerintah harus 

menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada tahap 



 

  

lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran -

pengeluaran untuk aktivitas sosial.   

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber 

keuangan asli daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang 

terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah menurut Badan Pusat Statistik adalah penerimaan yang 

berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan  penerimaan 

lain-lain.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang 

sah yang bertujuan untuk memberikan keluasan terhadap daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan 

kontribusi yang besar untuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Daerah, sehingga 

semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan akan 

berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah 

harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. 



 

  

Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan penyumbang terbesar diantara semua komponen Pendapatan Asli 

Daerah. Maka perlu dilakukan upaya efektivitas melalui subjek dan objek pajak 

untuk menggali potensi yang ada pada pajak daerah guna meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak daerah.  

2.1.3 Pajak 

2.1.3.1 Definisi pajak 

Menurut KBBI pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang 

yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 

pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-

lain. Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan pada pasal satu ayat satu berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berlandaskan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung 

dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah sumbangan wajib rakyat ke 

negara yang didasarkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakandengan 

tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dan 

digunakan untuk membayar penngeluaran publik.  

2. Menurut Bohari (2012:23) pajak ialah iuran pada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat kotraprestasiyang langsung 



 

  

dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. 

3. Menurut Djajadiningrat (2014:2), pajak merupakan suatu keharusan 

menyerahkan sebagian dari harta kepada negara diakibatkan suatu keadaan, 

kejadian dan perbuatan yang memberikan status tertentu, namun bukan 

sebagai hukuman sesuai dengantatanan hukum yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara 

langsung, guna menjaga kesejahteraan umum. 

Berdasarkan  pengertian di atas, maka peneliti menyimmpulkan bahwa 

pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara  berdasarkan undang-undang 

yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan  digunakan 

untuk membiayai  rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

2.1.3.2 Unsur Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:3) Pada umumnya unsur pajak terbagi menjadi 

3 bagian yaitu : 

1. Subjek pajak (wajib pajak), merupakan orang atau badan hukum yang wajib 

membayar pajak kepada negara. 

2. Objek pajak (dasar pajak,) yaitu berupa kepemilikan kekayaan tertentu atau 

penghasilan, seprti rumah, mobil, tanah perusahaan, gaji, transaksi jual beli, 

dan laba perusahaan. 

3. Tarif pajak adalah ketentuan nominal yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak berdasarkan objek pajak. 



 

  

2.1.3.3 Jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018: 7) Jenis pajak dapat dilihat dari segi golongan, 

sifat dan lembaga pemungutnya. 

Menurut golongannya pajak terbagi atas : 

1. Pajak langsung, ialah pajak yang menjadi beban wajib pajak dan tidak 

dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak kenderaan bermotor. 

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi apabila ada kegiatan, kejadian, atau tindakan yang mengakibatkan 

terutangnya pajak. Contohnya pajak ekspor. 

Sementara itu, dari segi sifatnya pajak dibagi menjadi : 

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak atau keadaan subjeknya. Contohnya, pajak penghasilan. 

2. Pajak objektif, adalah pajak yang dikenakan atas suatu objek baik berupa 

benda, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar 

pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya 

PPN dan PPnBM 

Sedangkan dari lembaga pemungutnya pajak dibagi atas : 

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan biasanya 

digunakan untuk mendanai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contohnya, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai  

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (Pajak Provinsi) seperti Bea Balik Nama Kenderaan 



 

  

Bermotor, Kendaraan di Atas Air dan pajak lainnya maupun daerah tingkat 

II ( pajak Kabupaten/kota) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan 

Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet dan pajak lainnya 

dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

2.1.3.4 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dilur bidang keuangan. 

2.1.3.5 Teori dan Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:5) Ada berberapa teori tentang pemungutan pajak. 

Teori-teori tersebut adalah : 

1. Teori asuransi, negara akan melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan 

hak-hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat diwajibkan membayar pajak yang 

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena mendapatkan jaminan 

perlindungan tersebut. 

2. Teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, 

artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 



 

  

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : 

unsur objektif dimana dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang dan unsur subjektif yaitu dengan 

memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi. 

3. Teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar. 

4. Teori asas daya beli,  sumber keadilan terdapat pada hasil pemungutan 

pajak. Ini berarti bahwa pemungutan pajak  menarik daya beli dari rumah 

tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan akan disalurkan lagi ke 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

cara ini kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih diutamakan. 

5. Teori bakti, sumber keadilan dari pemungutan pajak terdapat pada 

hubungan rakyat dengan negaranya. Pembayaran pajak adalahsuatu 

kewajiban yang harus disadari oleh rakyat sebagai warga negara yang 

berbakti. 

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Pemungutan pajak didasarkan pada hukum dan harus sesuai UU (syarat 

yuridis), Di Indonesia pajak diatur oleh Undang-Undang DasarSembilan 



 

  

Belas Empat Lima Pasal Dua Puluh Tiga Ayat Dua. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. 

2. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), mengenakan pajak secara 

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 

adalah arti keadilan dalam perundang-undangan yang dimaksud. sedangkan 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 

dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak 

adalah arti keadilan dalam pelaksanaannya. 

3. Tidak menganggu perekonomian (syarat Ekonomis), pemungutan tidak 

boleh menganggu jalannya aktivitas produksi serta pedagangan, sehingga 

tidak menyebabkan kelemahan perekonomian di masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi anggaran, 

beban pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.   

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:9) Sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu ; 

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. ciri-cirinya: 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayarkan ada 



 

  

pada pemerintah, wajib pajak pasif, dan utang pajak muncul setelah adanya 

surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Self Assessment System, ialah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang belum dibayarkan. Ciri-cirinya: wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang belum dibayarkan ada pada wajib pajak 

sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang belum dibayarkannya, pemerintah tidak ikut campur dan 

hanya mengontrol. 

3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang belum 

dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau 

memungut pajak yang belum dibayarkan diberikan kepada pada pihak 

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

  



 

  

2.1.3.7 Asas Penmungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:9) Asas pemungutan pajak yaitu : 

1. Asas tempat tinggal (Domisili), negara berhak memungut pajak atas semua 

pendapatan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik pendapatan 

yang bersumber dari dalam negeri maupun diluar negeri. Prinsip ini berlaku 

bagi wajib pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber, negara  mempunyai hak mengenakan pajak atas pendapatan 

yang berasal diwilayahnya dimanapun wajib pajak tinggal. 

3. Asas kebangsaan, perpajakan nasional berkaitan dengan kebangsaan suatu 

negara. 

2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet adalah salah satu pajak daerah yang dipungut 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tolitoli No 12 Tahun 2012 yaitu pajak atas pengambilan dan 

pengusahaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa liar yang 

termasuk marga collece, yaitu coilocelia fuchliap haga, collocellia esculanta, dan 

collocelia linci. Burung walet adalah jenis burung yang berekor panjang, berwarna 

hitam dengan tubuh bagian bawah berwarna cokelat, berkaki kecil, tetapi memiliki 

otot dada yang kuat. Kemampuan terbangnya berjam-jam dengan radius terbang 

puluhan kilometer. Burung ini tergolong burung lemah, tidak memiliki alat atau 

senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau hewan pemangsa 

seperti, kelelawar dan elang. Karena itu untuk memperoleh rasa aman, walet hidup 

secara berkoloni atau berkelompok baik dalam membangun sarang, berkembang 



 

  

biak, maupun mencari makanan. Burung walet memiliki kaki yang sangat pendek 

hingga tidak dapat bertengker atau berdiri diatas tanah akan tetapi bisa menempel 

pada dinding tembok atau atap, hidup berkelompok dengan sarang yang terbuat dari 

air liur, serta dapat terbang ditempat gelap dengan bantuan ekolokasi. (Irwan 

Wisanggeni:2015)  

2.1.4.1 Sumber dan Dasar Hukum 

Sumber hukum dari pajak burung walet adalah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun1945 pasal 23A. 

Dasar hukum pajak sarang burung walet terdapat pada 

1. UU RI No. 28 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak 

Sarang Burung Walet.  

2.1.4.2 Subjek, Objek Dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet 

Menurut Irwan Wisanggeni (2015) Objek pajak sarang burung walet adalah 

kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak 

sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan 

dan atau pengusahaan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang 

burung walet. 

2.1.4.3 Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

Sistem pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan self-

assesment system, yakni wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 



 

  

membayar, atau melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya atas pajak sarang 

burung walet.  

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT). 

Setiap pengusaha sarang burung walet wajib mengisi SPTPD  dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengusaha atau kuasa wajib 

pajak. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk 

oleh bupati atau pejabat sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, 

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila SPTPD tidak atau kurang dibayar 

setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak SPTPD diterima, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan ditagih 

dengan menerbitkan sptpd untuk waktu paling lama 24 bulan. 

Pembayaran pajak sarang burung walet dapat dilakukan dapat dilakukan 

sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Bupati/walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak  untuk 

mengangsur pajak terutang, setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. 

Angsuran bunga pajak sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar 

atau yang kurang bayar dan harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut. 

2.1.4.4 Penentuan Besarnya Tarif Pajak 

Besarnya tarif pajak sarang burung walet berdasarkan UU No.28 tahun 2009 

ditetapkan maksimal sebesar 10%. Setiap kota/kabupaten dapat menentukan sendiri 



 

  

besarnya tarif pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap daerah termasuk di 

kabupaten Tolitoli sedangkan nilai jual sarang burung walet merupakan dasar 

pemungutan pajak sarang burung walet tersebut. Harga jual sarang burung walet 

dihitung dengan mengalikan harga pasaran sarang burung walet yang berlaku 

dengan berat sarang burung walet. 

Masa pajak sarang burung walet adalah satu bulan kalender atau masa lain 

yang diatur oleh ketentuan bupati paling lambat tiga bulan kalender yang menjadi 

dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

belum dibayarkan. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang belum 

dibayarkan bisa dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak.  

2.1.5 Kontribusi Penerimaan Pajak 

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, 

sedangkan menurut Handoko (2013:135) kontribusi adalah besaran sumbangan 

yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan dan analisis kontribusi 

pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerah. 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan 

sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi dilakukan 

dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung wallet periode tertentu 

dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar 



 

  

hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak sarang burung wallet terhadap 

pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu 

kecil berarti peranan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah 

juga kecil (Mahmudi 2010:145). 

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet 

terhadap pendapatan asli daerah, jika menggunakan rumus sebagai berikut : 

    

 

 

Dengan asumsi sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentse Kontribusi Kriteria 

0,00 – 10% Sangat Kecil 

10,10 – 20% Kecil 

20,10 – 30% Sedang 

30,10 – 40% Cukup Baik 

40,10 – 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Kepdagri,Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lapian, 

dkk:2016  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

 Realisasi Penerimaan Pajak SBW 

Kontribusi Penerimaan :       X100% 

 Realisasi Pendapatan Asli Daerah  



 

  

Gebriany 

Pirade 

Wenur, 

Herman 

Karamoy, 

Jessy 

Warongan 

2016 

Analisis Potensi 

Pajak Daerah Dalam 

Meningkatakan 

Pendapatan Asli 

Daerah Di Kota 

Bitung 

Kota Bitung memiliki potensi 

penerimaan pajak daerah yang 

belum digali oleh pemerintah. 

Pajak yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan yaitu Pajak 

Restoran dan Pajak Hotel karena 

target yang ditetapkan 

pemerintah masih dibawah 

potensi yang sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya yang 

ada di Kota Bitung. 

Pingkan 

Lapian, 

Grace B. 

Nangoi, 

Steven J. 

Tangkuman 

2016 

Analisis Efektivitas 

Penerapan Pajak 

Sarang Burung 

Walet di Kabupaten 

Minahasa 

Efektivitas pajak sarang burung 

wallet dari tahun2011 sampai 

2014 sangat efektif. Dan secara 

keseluruhan kontribusi pajak 

sarang burung wallet pada tahun 

2011 – 2014 memberikan 

kontribusi yang sangat kurang 

terhadap pendapatan asli daerah 

sehingga tidak mempengaruhi 

pendapatan asli daerah yang 

diterima 

Nisa Hasfila 2018 

Analisis Penerimaan 

Pajak Sarang 

Burung Walet 

Sebagai Bentuk 

Pelaksanaan Qanun 

No 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak 

Sarang Burung 

wallet Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi Kasus 

Pada BPKD 

Kabupaten Aceh 

Utara) 

Diukur dengan rasio kontribusi 

Penerimaan Pajak Sarang 

Burung Walet terhadap 

pendapatan asli daerah yang 

diperoleh setiap tahunnya masih 

dibawah 10%. Hal ini 

dikarenakan target yang 

ditentukan tidak sebanding 

dengan potensi yang ada pada 

Kabupaten Aceh Utara.  Trget 

yang ditentukan terlalu tinggi, 

sehongga membuat target pajak 

sarang burung wallet yang 

ditentukan tidak pernah tercapai.  

. 

 

  



 

  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengembangkan 

suatu pemikiran tentang kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap 

pendapatan asli daerah di kabupaten Tolitoli yaitu sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang 

diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Potensi 

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten Tolitoli dengan lokasi penelitian pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tolitoli. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Menurut Nazir (2013:13) Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu 

secara sistematis menggunakan metode ilmiah dan aturan-aturan yang berlaku 

dalam waktu tertentu. Metode penelitian adalah semua proses yang diperlukan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis 

deskriptif dan tahun penelitian adalah 2018 – 2020.  

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2014:58) definisi operasional adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh ukuran dalam menentukan kontribusi penerimaan pajak sarang 



 

  

burung walet terhadap pendapatan asli daerah yang diukur menggunakan 

rasio pajak dengan analisis penerimaan pajak daerah yang di dasarkan pada kriteria 

tertentu sehingga operasional yang digunakan dalam landasan berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Pajak Daerah adalah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

2) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan 

pengusahaan sarang burung walet. 

3) Kontribusi Penerimaan Pajak adalah kemampuan untuk memberikan 

sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

VARIABEL 

SUB 

VARIABEL 
RUMUS SKALA 

Pajak Daerah 

Pajak Sarang 

Burung 

wallet 

 

Kontribusi = RPPSBW:RPPAD x 100% 

 

RPPSBW : Realisasi Penerimaan Pajak 

Sarang Burung Wallet 

RPPAD : Realisasi Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 

 

Rasio 

Sumber : Kepdagri,Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Pinkan 

Lapian,dkk:2016) 

 

 

 



 

  

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut  : 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data dari penjelasan kata 

verbal yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang 

umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait pada instansi yang 

menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur 

atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan baik itu laporan 

keuangan dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian. 

2. Sumber data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui 

wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan dengan tujuan melengkapi data primer. 

Data sekunder diperoleh dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-

dasar teori, standar, dan data target dan realisasi penerimaan pajak sarang 

burung wallet serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah 

Kabupaten Tolitoli. 

 

 



 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi, adalah pengamatan secara langsung oleh penulis akan hal-hal yang 

berhubugan dengan penelitian ini. 

2. Wawancara, adalah proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan penulis 

terhadap pihak-pihak terkait dengan pemungutan pajak daerah di Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. 

3. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data melalui dokumentasi pencatatan 

dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian ini atau bukti-bukti yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

3.5 Analisis Data 

Analisis data merupakan cara atau upaya untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga dapat memahami karakteristik data serta berguna dalam 

menyelesaikan permasalahan penelitian ini.  Adapun analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu merinci dan menjelaskan secara 

panjang lebar dalam bentuk kalimat keterkaitan dengan data penelitian yang berupa 

angka-angka tentang analisis penerimaan pajak sarang burung wallet dengan 

menggunakan rumus perhitungan kontribusi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 Realisasi Penerimaan Pajak SBW 

Kontribusi Penerimaan :       X100% 

 Realisasi Pendapatan Asli Daerah  



 

  

Dengan asumsi sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentse Kontribusi Kriteria 

0,00 – 10% Sangat Kecil 

10,10 – 20% Kecil 

20,10 – 30% Sedang 

30,10 – 40% Cukup Baik 

40,10 – 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Kepdagri,Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lapian, 

dkk:2016  

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli beralamat di jalan Moh. 

Bantilan No. 01 kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Pada tahun 

2007 bagian keuangan berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan, 

Pendapatan Dan Kekayaan Daerah. Ini sesuai dengan peraturan daerah No. 21 tahun 

2006 tentang organisasi lembaga teknis daerah kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya 

pada tahun 2008 badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah berubah nama 

menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tolitoli, ini berdasarkan PP N0. 41 tahun2007 yang ditindaklanjuti dengan 

peraturan daerah No. 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah 

kabupaten Tolitoli. 

Namun dalam penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah tahun 2009 kami masih berpedoman pada instruksi presiden Republik 

Indonesia N0. 7 tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang pedoman penyusunan 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan daerah No. 9 tahun 

2008 tentang organisasi lembaga teknis daerah kabupaten Tolitoli. Pada tahun 2014 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli 

kembali berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tolitoli sesuai dengan peraturan pemerintah daerah No. 10 tahun 2014 

tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Tolitoli. 



 

  

Pada Tahun 2016 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tolitoli kembali berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tolitoli berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tolitoli  No. 4 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Tolitoli dan telah dijabarkan 

melalui peraturan bupati No. 324 tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai berikut : 

1. Kedudukan 

Kedudukan kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 

sekretaris daerah. 

2. Tugas Pokok 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan 

pendapatan, keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Fungsi 

Badan Keuangan daerah kabupaten Tolitoli mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah. 

2) Pemberian pembinaan pelayanan umum dibidang pengelolaan 

pendapatan, keuangan dan aset daerah. 



 

  

3) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

4) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, pendapatan, keuangan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan. 

5) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

6) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan 

Standar Operasi Prosedur (SOP). 

7) Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pengelolaan pendapatan 

keuangan dan aset daerah. 

8) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Seperti instansi pada umumnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tolitoli memiliki visi dan misi antara lain :  

1. Visi 

1) Profesional dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 

2) Profesional dalam manajemen dan sistem pengelolaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah. 

2. Misi 

1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang 

profesional. 



 

  

2) Mewujudkan sistem manajemen pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

aset daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. 

3) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 

ektensifikasi berdasarkan kemampuan dan potensi daerah. 

4) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset 

daerah. 

4.1.2 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja  

Struktur Organisasi merupakan komponen penting yang harus ada dalam 

organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan 

adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana 

fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, 

dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari 

sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. 

Dalam hal ini, kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli dipimpin 

oleh seorang kepala badan dan dibantu oleh seorang sekretaris badan, lima orang 

kepala bidang, dan tiga orang sub bagian dan lima belas orang kepala sub bidang. 

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada struktur organisasi Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tolitoli. 



 

  

  



 

  

4.1.3 Deskripsi Data  

Wajib pajak sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan usaha 

yang melakukan pengambilan dan atau yang mengusahakan sarang burung wallet. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh jumlah data wajib pajak sarang 

burung wallet yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 

tahun 2018 – 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Data Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2020 

No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

1 2018 37 

2 2019 84 

3 2020 105 

Sumber : Badan Keuangan daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang 

terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli yaitu sebanyak 37 wajib 

pajak, sementara pada tahun 2019 terdapat 84 wajib pajak, kenaikan wajib pajak 

pada tahun 2019 yaitu sebesar 47 wajib pajak dan pada tahun 2020 menjadi 105 

wajib pajak dimana kenaikan tersebut sebesar 21 wajib pajak. Hal ini disebabkan 

oleh banyaknya manfaat dari sarang burung wallet dan harga penjualan sarang 

burung wallet yang tinggi serta cara pengelolan dan perawatan rumah wallet yang 

mudah menjadi alasan utama untuk membangun sarang burung wallet di kabupaten 

Tolitoli. 

Kontribusi pajak sarang burung wallet sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli mengingat bahwa pajak 

sarang burung wallet merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi 



 

  

untuk dikembangkan. Kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli dihitung dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaan pajak sarang burung wallet dengan realisasi penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu data target 

dan realisasi pajak sarang burung wallet serta data target dan realisasi Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Tolitoli. 

Tabel 4.2 Data penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli tahun 2018-2020 

Tahun 

Penerimaan Pajak 

Sarang Burung Walet 

(Rp) 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Target Realisasi Target Realisasi 

2018 250.000.000 254.700.000 87.084.626.352,00 80.312.115.617,43 

2019 750.000.000 254.977.000 112.679.346.499,00 91.724.082.741,39 

2020 300.000.000 244.590.000 115.390.700.655,00 96.204.344.699,37 

Sumber : Badan Keuangan Daerah 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung 

wallet telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan pada tahun 

2019 realisasi pajak sarang burung wallet masih jauh dari target yang telah 

ditetapkan meskipun terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini 

berkaitan dengan kenaikan jumlah wajib pajak sarang burung wallet pada tahun 

tersebut sehingga target pajak sarang burung wallet yang ditetapkan oleh 

pemerintah juga ikut meningkat dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan oleh 

pemerintah kembali diturunkan mengingat pada tahun sebelumnya realisasinya 



 

  

tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan akan tetapi realisasi pada 

tahun 2020 juga belum mencapai target dikarenakan menurunya produktivitas dan 

omzet usaha sarang burung walet 

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet 

terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

    

      

Dengan asumsi sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentse Kontribusi Kriteria 

0,00 – 10% Sangat Kecil 

10,10 – 20% Kecil 

20,10 – 30% Sedang 

30,10 – 40% Cukup Baik 

40,10 – 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Kepdagri,Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lapian, 

dkk:2016  

Untuk tahun 2018 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet 

sebesar Rp 254.700.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

sebesar Rp 80.312.115.617,43,- maka kontribusinya sebesar 0,3171% dengan 

kategori sangat kecil. Perhitungan kontribusinya sebagai berikut : 

  254.700.000,00 

Kontribusi Penerimaan 2018 :      x 100% = 0,3171% 

 80.312.115.617,43  

 Realisasi Penerimaan Pajak 

Kontribusi Penerimaan :             X100% 

 Realisasi Pendapatan Asli Daerah  



 

  

Untuk tahun 2019 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet 

sebesar Rp 254.977.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

sebesar Rp 91.724.082.741,39,- maka kontribusinya sebesar 0,2780% dengan 

kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

  

 

Untuk tahun 2020 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet 

sebesar Rp 244.590.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

sebesar Rp 96.204.344.699,37,- maka kontribusinya adalah sebesar 0,2542% 

dengan kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah : 

 

 

Dari perhitungan data diatas dapat diketahui tingkat kontribusi pajak sarang 

burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Tolitoli 

Tahun 

Realisasi Penerimaan Pajak 

Sarang Burung Walet (Rp) 

Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (Rp) 

Presentase 

(%) 

Tingkat 

Kontribusi 

2018 254.700.000,00 80.312.115.617,43 0,3171 Sangat Kecil 

2019 254.977.000,00 91.724.082.741,39 0,2780 Sangat Kecil 

2020 244.590.000,00 96.204.344.699,37 0,2542 Sangat Kecil 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 2021 dan Hasil Olahan 

Data 2021  

 254.977.000,00 

Kontribusi Penerimaan 2019 :  x 100% = 0,2780% 

 91.724.082.741,39  

 244.590.000,00 

Kontribusi Penerimaan 2020 :  x 100% = 0,2542% 

 96.204.344.699,37 
  



 

  

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung 

wallet pada tahun 2018 dan tahun 2019 berada di angka 250-254 juta akan tetapi 

mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni hanya berada diangka 244 juta. 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu 

mengalami kenaikan meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten Tolitoli. Berikut Grafik untuk tingkat kontribusi pajak sarang 

burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli : 

 

Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Sarang Burung walet 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang 

burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya 

masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kecil dan selalu mengalami penurunan 

di tiga tahun terakhir dengan rata-rata tingkat kontribusinya hanya sebesar 

0,2831%.  

0,3171

0,278
0,2542

0,2831

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 RATA - RATA 

Tingkat Kontribusi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Rata - Rata



 

  

4.2 Pembahasan 

Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Menurut Mahmudi (2010:145) kontribusi dilakukan dengan 

membandingkan penerimaan pajak sarang burung wallet periode tertentu dengan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya 

maka semakin besar pula peranan pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, begitu juga sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti 

peranan pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang 

burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171% dengan kriteria sangat 

kecil. Pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780% dengan kriteria sangat kecil. Pada 

tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kriteria sangat kecil. Berdasarkan 

informasi yang diberikan oleh kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tolitoli yang bernama Pak Anikawa, S.Sos salah satu faktor kurangnya kontribusi 

pajak sarang burung wallet disebabkan oleh minimnya tingkat kepedulian 

pemerintah dalam mendata dan mengembangkan potensi pajak sarang burung 

wallet ini serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena 

tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang menutupi usaha 

sarang burung waletnya dan mangkir dari kewajiban membayar pajak sarang 

burung wallet tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas kesimpulan hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa peranan pajak sarang burung wallet dalam meningkatkan penerimaan 



 

  

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli Masih sangat kecil karena kontribusi 

yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini berbanding lurus 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Hasfila (2018) dalam penelitiannya 

yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Wallet Sebagai Bentuk 

Pelaksanaan Qanun No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Wallet 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh 

Utara) mengatakan bahwa kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap 

Pendapatan Asli Daerah masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kecil 

diakibatkan oleh penetapan target yang tidak sebanding dengan potensi yang ada 

pada kabupaten Aceh Utara serta kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang 

kewajiban perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajaknya.  Begitu pula yang diteliti oleh Pingkan Lapian dkk (2016) dalam 

penelitiannya  yang menemukan bahwa efektivitas pajak sarang burung wallet dari 

tahun 2011 sampai 2014 sangat efektif dan secara keseluruhan kontribusi pajak 

sarang burung wallet pada tahun 2011 sampai 2014 memberikan kontribusi yang 

sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah yang diterima. 

Pajak sarang burung wallet adalah salah satu komponen dari pajak daerah 

dan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan 

demikian kontribusi pajak sarang burung wallet berpengaruh pada peningkatan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi kurangnya kesadaran wajib pajak 

terhadap kewajiban pajaknya serta pegusaha sarang wallet yang masih menutupi 

usaha pengambilan sarang burung wallet juga menjadi penyebab tidak tercapainya 



 

  

target yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Anikawa, S.Sos selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tolitoli bahwa salah satu kendala yang terjadi dilapangan adalah ketidak 

terbukanya wajib pajak mengenai hasil panen sarang wallet dan tempat penjualan 

sarang burung wallet sehingga pemerintah daerah kehilangan informasi mengenai 

hasil usaha pengambilan sarang wallet tersebut. Akibatnya pemerintah mengalami 

kesulitan dalam mendata potensi pajak yang sesungguhnya mengingat banyaknya 

usaha sarang burung wallet yang tersebar di kabupaten Tolitoli. Beliau juga 

mengatakan bahwa belum diterapkannya sanksi bagi pelangaran pajak sarang 

burung wallet dikarenakan tim pemeriksa badan keuangan sedang mengikuti 

pelatihan, sehingga untuk sementara pemerintah hanya melakukan uji petik 

terhadap wajib pajak sarang burung wallet untuk mengetahui berapa hasil panen 

sarang burung wallet tersebut, jadi penerimaan pajak sarang burung wallet sangat 

berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah jika wajib pajak sarang 

burung wallet taat akan hukum. 

Hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Tolitoli dalam 

meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet 

 Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sering terjadi hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, demikian juga dengan 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli dalam melaksanakan pemungutan 

pajak sarang burung wallet. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah 

kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet 

dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu : 



 

  

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya 

serta ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan 

daerah. 

2. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung pengusaha sarang burung 

wallet untuk menjual hasil panen sarang burung wallet yang menyebabkan 

ketidak terbukanya pengusaha wallet akan hasil usahanya. 

3. Menurunya omzet dan produktivitas hasil panen sarang burung wallet 

dikarenakan kurangnya pengetahuan pengusaha wallet terhadap cara 

mengelola dan merawat sarang burung wallet.  

4. Minimnya tingkat kepedulian pemerintah dalam mendata serta 

mengembangkan potensi pajak yang sesungguhnya karena pemerintah lebih 

bergantung kepada system pemungutan pajak sarang burung wallet yang 

bersifat self assessment dimana yang menjadi target penagihan hanya wajib 

pajak yang sudah mendaftarkan usahanya sementara pengusaha yang belum 

mendaftarkan usaha sarang burung walet tidak mendapat kunjungan dari 

pemerintah sehingga masih banyak pengusaha sarang burung wallet yang luput 

dari pendataan dan tidak mendaftarkan usaha sarang burung walletnya dengan 

alasan belum mengetahui adanya pajak sarang burung wallet tersebut. 

  



 

  

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah kabupaten Tolitoli guna 

meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet  

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya 

pajak dalam pembangunan suatu daerah guna meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. 

2. Membuat asosiasi pengusaha wallet, agar hasil panen sarang burung wallet 

lebih terkoordinir dan lebih efektif sehingga hasil panen sarang burung wallet 

tersebut tidak dapat ditutup-tutupi lagi. 

3. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengusaha sarang burung 

wallet mengenai cara mengelola dan membudidayakan sarang wallet agar 

menghasilkan hasil panen yang melimpah. 

4. Melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui wajib pajak 

yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar serta melakukan pengawasan 

terhadap penagihan pajak. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak 

sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap 

tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan 

oleh adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan 

pajak sarang burung wallet sehingga diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk 

lebih meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkala kepada 

masyarakat terkait pentingnya pajak dalam pembangunan daerah agar tingkat 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya lebih 

meningkat, ditegakkanya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap 

wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya serta meningkatkan sarana dan 

prasarana seperti membuat Asosiasi Pengusaha Walet bagi wajib pajak sarang 

burung wallet agar pemungutan pajak sarang burung wallet lebih efektif dan 

hasil penjualan sarang burung wallet lebih terkoordinir dan tidak bisa ditutup-

tutupi lagi. 



 

  

2. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk terus mengamati dan tetap mengadakan penelitian tentang 

penerimaan pajak sarang burung wallet tentunya dengan menyesuaikan 

Peraturan Daerah dan Undang Undang yang berlaku. 
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1. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 

 

 

2. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pendapatan

 



 

  

3. Wawancara Bersama Kepala UPT Badan Keuangan 

 

4. Wawancara Bersama Wajib Pajak Sarang Burung Walet 

 



 

  

5. Penangkaran Sarang Burung Walet 

 

 

 

 



 

  

 

 

  



 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 

NOMOR 13  

  

 

  BUPATI TOLITOLI  
 

 

 

  PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  TOLITOLI  

NOMOR  13  TAHUN 2012 T E N T A N G  

  

  

PAJAK  SARANG BURUNG WALET  

  

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA  

  

 BUPATI  TOLITOLI,  

  

Menimbang :  a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun  

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka  

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis 

Pajak Daerah Kabupaten yang dapat dipungut 

untuk memperoleh manfaat ekonomis dari 

Keberadaan dan perkembangan sarang burung 

walet di Kabupaten tolitoli ;  

  

b. bahwa Pajak Sarang Burung Walet 

merupakan salah satu Sumber Pendapatan 

Daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan 

Pembangunan dan Pembinaan 

kemasyarakatan;  

  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana di maksud pada huruf a dan 



 

  

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pajak Sarang Burung Walet.  

  

 Mengingat  : 1. Undang - Undang  Nomor 29 Tahun 1959 

tentang  

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor  

74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  

1822 ) ;  

  

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  

1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  

  

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  

4437), Sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UndangUndang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);  

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Republik  

Indonesia Negara Nomor 4438 );  

  



 

  

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049);  

  

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  

5234);  

  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

1994 tentang  

 Perburuan  Satwa  Buru  (Lembaran 

 Negara  Republik  

Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3544);  

  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

1999 tentang  

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar 

(Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

15,  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  

3799);  

  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Tata  

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan  

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara  

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161) ;  



 

  

  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 

2010 tentang Jenis  

Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 

Penetapan Kepala  

Daerah atau dibayar sendiiri oleh Wajib Pajak 

(Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153,  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  

5179) ;  

  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama 

Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli 

menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D 

Nomor 8 );  

  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli 

Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).  

  

Dengan Persetujuan  Bersama  

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  

  

d a n  

  

BUPATI TOLITOLI  

  

M E M U T U S K A N :  

  

  

 Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PAJAK  

SARANG  BURUNG WALET  

    

  



 

  

B A B I  

KETENTUAN UMUM  

  

 Pasal  1  

  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :  

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur  

  Penyelenggara Pemerintahan Daerah;  

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya 

disebut Bupati;  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah  

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli 

sebagai unsur  penyelenggara Pemerintahan Daerah;  

5. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan   dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet;  

6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalia yaitu collocalia   fuchliaphaga, collocalia 

maxina, collcalia esculanta dan collocallia linchi;  

7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenakan   pajak;  

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayaran pajak pemotongan pajak, dan pemungut pajak 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 

  undangan Perpajakan Daerah;  

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 

peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang 

menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,  

  menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;  

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan  

  tahun kalender;  

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau 

dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan  



 

  

  Daerah;  

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan  Peraturan 

Perudang - undangan Perpajakan Daerah;  

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas  

  daerah melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Bupati;  

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 

harus   dibayar;  

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan  

  tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;  

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih selanjutnya 

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 

juml;ah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang  

  terhutang atau seharusnya tidak terutang;  

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak  

  ada kredit pajak;  

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

sanksi administrasi berupa  

  bunga dan/atau denda;  

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengola data, keterangan, dan /atau bukti 

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka  



 

  

  melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

20. Penyidik tindak pidana dibidang pajak adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 

Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya.  

  

  

  BAB  II  

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK  

  

Pasal 2  

  

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas 

kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung 

Walet.  

  

Pasal 3  

  

(1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 

dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.  

  

(2) Dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan 

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP).  

  

Pasal 4  

  

Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah adalah orang pribadi 

atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau 

mengusahakan Sarang Burung Walet  

  

 

 

 

 

 



 

  

BAB  III 

DASAR PENGENAAN TARIF DAN  

CARA PERHITUNGAN PAJAK  

  

Pasal 5  

  

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah 

Nilai Jual Sarang Burung Walet.  

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian 

antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang 

berlaku didaerah dengan volume Sarang Burung Walet.  

  

Pasal 6  

  

Besarnya Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 

% (Sepuluh Persen).  

  

Pasal 7  

  

Besarnya Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif, sebagaimana dimaksud 

dala Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5.  
    

  

BAB  IV  

WILAYAH PEMUNGUTAN  

  

Pasal 8  

  

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah 

Daerah Kabupaten Tolitoli.  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

BAB  V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT 

PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  

  

Pasal 9  

  

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 

lama 3 (tiga) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak 

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang.  

  

 

Pasal 10  

  

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau 

pengusahaan Sarang Burung Walet.  

  

Pasal 11  

  

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.  

  

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh 

Wajib Pajak / Kuasanya.  

  

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 

belas) hari setelah SPTPD diterima.  

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan 

oleh Bupati.  

 

 

BAB  VI  

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK  

  

Pasal 12  

  

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  

  



 

  

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang 

dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan  

Perpajakan.  

  

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, 

dan/atau SKPDKBT.  

  

Pasal 13  

  

(1) Tata Cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Bupati.  

  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengisian 

dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur 

dengan peraturan Bupati  

  

Pasal 14  

  

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB  

b. SKPDKBT  

c. SKPDN  

  

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diterbitkan :  

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau 

keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang 

dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak.  

  

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 

yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 



 

  

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.  

  

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, 

pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

25 % (dua puluh Lima persen) dari pokok pajak ditambah 

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 

pajak.  

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 

jumlah pajak yang terutang, akan  

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 

% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.  

  

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak.  

  

(5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam 

SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan 

STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 

% (dua persen) sebulan.  

  

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan.  
 

 

 

 

 

 



 

  

BAB  VII  

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  

  

Pasal 15  

  

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau 

tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat sesuai 

waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT 

dan STPD.  

  

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain 

yang ditunjuk hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas 

Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu 

yang ditentukan oleh Bupati.  

  

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengunakan SSPD.  

  

Pasal 16  

  

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau 

lunas.  

  

(2) Bupati menentukan jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga) puluh 

hari kerja sejak saat terutangnya pajak.  

  

(3) KPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan.  

  

(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 

persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.  



 

  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan 

pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati  

Pasal 17  

  

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 

pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran.  

  

(2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.  

  

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang 

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 

oleh Pejabat yang ditunjuk.  

  

Pasal 18  

  

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, jumlah pajak 

yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.  

  

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 

21 (Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau 

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.  

  

Pasal 19  

  

Apabila pajak yang yag harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, 

Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan.  

  

Pasal 20  

  

(1) Bupati Dapat menerbitkan STPD jika :  

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar.  



 

  

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai   akibat salah tulis dan/atau 

salah hitung.  

c. wajib pajak dikenakan sanksi asministrasi 

berupa bunga dan/atau denda.  

  

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima 

belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.  

  

Pasal 21  

  

Setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi 

utang pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal 

pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat 

megajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 

Kepala Kantor Lelang Negara.  

  

Pasal 22  

  

Setelah Kepala Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, 

jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan 

dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.  

Pasal 23  

  

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk 

pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati.  

  

  

  BAB  VIII  

PENGURANGAN,  KERINGANAN  DAN  

PEMBEBASAN PAJAK  

  

Pasal 24  

  

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat 

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

pajak.  



 

  

  

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan 

pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati.  

  

  

BAB  IX 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 

SANKSI ADMINISTRASI 

  

Pasal 25  

  

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak 

dapat :  

a. Membetulkan SKPDKB, SKDKBT atau STPD yang 

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 

kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam 

penerapan Peraturan Perundang-undangan  

Perpajakan Daerah.  

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak 

yang tidak benar.  

c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi 

berupa denda, denda kenaikan pajak yang terutang 

dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan 

wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.  

  

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat 

selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

diterima SKPDKB, SKPD, SKPDKBT, atau STPD dengan 

memberikan alasan yang jelas.  

  

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus 

memberikan keputusan.  

  

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang berwenang 



 

  

tidak memberikan Keputusan atas permohonan pembetulan, 

pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas 

penggunaan sanksi administrasi yang diajukan tersebut 

dianggap dikabulkan.  

 

 

BAB  X  

KEBERATAN DAN BANDING  

  

Pasal 26  

  

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. 

SKPDKB  

b. SKPDKBT  

c. SKPDLB  

d. SKPDN  

e. Permohonan atau pungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

daerah.  

  

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 

3 (tiga) bulan, sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib 

Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.  

  

(4) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 

12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat keberatan diterima, 

harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan/  

  

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi 

suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabulkan.  

  

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak menunda kewajiban membayar pajak.  
  

 



 

  

Pasal 27  

  

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding 

kepada Badan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (Tiga) 

bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.  

  

(2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak menunda membayar pajak.  

  

Pasal 28  

  

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran 

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan.  

  

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKPDLB.  

  

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan 

dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan.  

  

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan 

banding sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % 

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak dikenakan.  

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau 

dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 

pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan.  
    

  



 

  

BAB  XI  

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  

  

Pasal  29  

  

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati 

secara tertulis dengan menyebutkan  

  sekurang-kurangnya :  

a. Nama dan alamat wajib pajak  

b. Masa pajak  

c. Besarnya kelebihan pajak  

d. Alasan yang jelas.  

  

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( Dua Belas) 

bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memberikan keputusan.  

  

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu 

keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( Satu) bulan.  

  

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, 

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 

dahulu utang pajak dimaksud.  

  

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 

dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya 

SKPDLB.  

  

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan Imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan pajak.  

  

Pasal 30  

  



 

  

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan 

utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan 

bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.  

  

  BAB  XII  

KEDALUWARSA PENAGIHAN  

  

Pasal 31  

  

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa 

setelah melampaui waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya Pajak, kecuali  

apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan Daerah.  

  

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)   tertangguh apabila :  

a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa, atau 

;  

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung.  

  

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran & Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 

tersebut.  

  

Pasal 32  

  

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan.  

  

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).  

  

(3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati  

  



 

  

  

BAB  XIII  

INSENTIF PEMUNGUTAN  

  

Pasal 33  

  

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  

  

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD).  

  

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.  

  

  

BAB  XIV  

P E N Y I D I K A N  

  

Pasal 34  

  

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana.  

  

(2) Wewenag penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah ;  

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang Perpajakan Daerah  agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;  

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan   sehubungan dengan 

tindak pidana Perpajakan Daerah;  



 

  

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan  

  sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.  

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak  

  pidana dibidang Perpajakan Daerah;  

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan  

  terhadap bahan bukti tersebut;  

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas  

  penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;  

g. Menyuruh berhenti dan /atau, melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan  

  memeriksa Identitas orang benda dan /atau dokumen yang 

dibawa;  

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Perpajakan  

  Daerah;  

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai  

  tersangka atau saksi;  

j. Menghentikan penyidikan ; dan / atau  

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.  

  

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan 

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui 

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

 

 

 

 

  



 

  

BAB  XV  

KETENTUAN PIDANA  

  

Pasal 35  

  

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun atau 

Pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar.  

  

(2) Wajib Pajak yang dengan segaja tidak menyampaikan 

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah yang terutang yang tidak atau 

kurang dibayar.  

  

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) merupakan penerimaan Negara.  
 

 

Pasal  36 

  

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tidak 

dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 

saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 

berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.  
[  

BAB  XVI  

KETENTUAN PERALIHAN  

  

Pasal 37  

  

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang 

masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) 

tahun terhitung sejak saat terutang pajak.  

  



 

  

(2) Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Pajak 

Sarang Burung Walet sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum 

diterbitkan Peraturan yang baru.  

  

  

BAB  XVII  

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 38  

  

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

  

Pasal 39  

  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten  

Tolitoli.  

  

Ditetapkan 

di Tolitoli 

pada 

tanggal, 7 

Mei 2012  

  

BUPATI  

TOLITOLI,  

  

TTD  

  

MOH. SALEH BANTILAN  

  

  

Diundangkan 

di Tolitoli 

pada tanggal, 

7 Mei 2012  



 

  

  

SEKRETARIS DAERAH,  

  

TTD  

  

NURDIN HK.  

  

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 

NOMOR  13  

  

  
P E N J E L A S A N  

  

ATAS  

  

  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  

NOMOR  13  TAHUN 2011 TENTANG  

  

  

PAJAK SARANG BURUNG WALET  

  

  

 I.  UMUM  

  

Dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten 

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

  

Untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten berhak 

mengenakan pungutan pajak kepada masyarakat 

berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 



 

  

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak 

Sarang Burung Walet termasuk kewenangan kabupaten 

dengan demikian pungutan sarang burung walet harus 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.  

  

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak baru 

yang dapat dipungut oleh kabupaten untuk memperoleh 

manfaat ekonomis dari perkembangan sarang burung walet 

bagi daerah yang memiliki potensi obyek tersebut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).  

  

Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

menetapkan pajak sarang burung walet yang merupakan 

pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat 

dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan.  

  

  

II. PASAL DEMI PASAL  

  

Pasal 1 Cukup  

Jelas  

  

Pasal 2 Cukup  

Jelas  

  

Pasal 3 Cukup  

Jelas  

  

Pasal 4 Cukup  

Jelas  

  

Pasal 5 Cukup  

  Jelas  

Pasal 6 Cukup  

Jelas  

 

Pasal 7 Cukup  

Jelas  

 

Pasal 8 Cukup 



 

  

 Jelas  

 

Pasal 9 Cukup  

Jelas  

 

Pasal 10 Cukup  

Jelas 

 

Pasal 11 Cukup  

Jelas  

 

 

 Pasal12 Ayat (1)  

Cukup Jelas  

 

  Ayat (2)  

Ketentuan yang mengatur tata cara pengenaan pajak 

dibayar sendiri oleh wajib pajak, Pajak dibayar sendiri 

adalah pengenaan pajak yang memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.  

  

  Ayat (3)  

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan 

cara mebayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak 

yang terutang dengan menggunakan SPTPD, jika wajib 

pajak yang diberi kepercayaan menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB 

dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.  

  

Pasal  13  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  14  

  Ayat (1)  

Cukup Jelas  

  

  Ayat (2)  

Cukup Jelas  



 

  

  

Ayat (3)  

Cukup Jelas  

  

  Ayat (4)  

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b yaitu dengan ditemukannya data baru dan 

/atau data yang semula belum terungkap yang berasal 

dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang 

bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan 

sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus 

persen) dari jumlah kekurangan pajak, sanksi 

administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak 

melaporkannya sebelum diadakan tindakan 

pemeriksaan.  

  

Ayat (5)  

Cukup Jelas  

  

Pasal  15  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  16  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  17  

Cukup Jelas  

  

Pasal  18  

Cukup Jelas  

  

Pasal  19  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  20  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  21  

Cukup Jelas  

  



 

  

  Pasal  22  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  23  

Cukup Jelas  

  

Pasal  24  

Cukup Jelas  

  

Pasal 25  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  26  

Cukup Jelas  

  

Pasal  27  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  28  

Cukup Jelas  
  

 

Pasal  29  

Cukup Jelas  

  

Pasal  30  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  31  

Cukup Jelas  

Pasal  32  

Cukup Jelas  

  

Pasal  33  

  Ayat (1)  

  Yang dimasud dengan Instansi yang melakukan pemungutan  

adalah Dinas / Badan yang tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.  

  

  



 

  

Ayat (2)  

Cukup Jelas  

  

Ayat (3)  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  34  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  35  

Cukup Jelas  

  

  Pasal  36  

Cukup Jelas  

  

Pasal  37  

Cukup Jelas  

  

Pasal  38  

Cukup Jelas  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI 

NOMOR 106  
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